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2 Undang Undang Nomor |2 fahun 201 | Tentang
Pembentukan  Peraturan Prrnmlnng‘IJanangnﬁ
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 20i1
Nomor 82 Tamhahan I embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234

3 Undang Undang  Republik Indonesia  Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur — Sipi Negara
(Lembaran Negara Kepubhik ndonesia Tahun 2014
Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494,

4 Undang-lindang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tenteng Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 3U Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik PNS
(Lembaran Negara Kepublik [ndonesia Tahun 2014
Nomor 141, Tambahan Lembaran NegaraR :

Indonesia Nomor 4449);

Peraturan Pemerintah Nomor 6!
Tentang Perubahan Atas

~ Tahun 20
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ara repubhk Indonesia Tahun

Peraturan Pemerintah  Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53

[ahun 201U lentang isiplin Pegawal Neger1 Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NECERI SIPIL

BAb |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
Perangkat Daerah adalan unsur pembantu Bupat dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.
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NS adalan Profesi bag s dan Calon

R .l Ny
tans; merintah i\.lhupmvn Gorontaln Utara
Yang selan)

utny '
st e b ]W-h‘\::l:n'\‘:lh\nl Kode [0tk
dan pergaylan hidup sehar-hay
Korps Pegawa; Republik [ndone
adalah wadah untyj men

PNS adalah pedoman

i dlalam melalksanalonn tupnanva

Sl vang selanjutnya disingkat KORPR|
ghimpun seluryn Pegawal Republik [(ndonesia
meningkatkan Perjuangan, pengabdian  serta kesetiann  kepada
Cita-cita Perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat

netral produktif dan akuntabel
Majelis kehormatan kode etik PNS sel

demokraris. bebas, aktif profesinnal

anjutnya disingkat Majelis Kode Etik

" PNS adalah lembaga non struktural pada instansi Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta

menyelesaikan pelanggaran kode etk yang dilakukan PNSdi lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS
vang bertentangan dengan butir-hittir jiwa korps dan kode etilc PNS
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau

Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB (I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Kode Etik PNS dimaksudkan sebagai pedoman etika dalam bernegara, dalam
‘penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam
- serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

bermasyarakat,
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BAB 1
RUANG LINGKUP

FPasal <
Ruang lingkup kode etik meliputi :

a. i ;
Nilai-nilai dasar bagi Pegawai Negen Sipil;
b Kode etik Pegawai Negeri Sipil; dan

€. Penegakan kode etik Pegawai Negeri Sipl

BAB IV

NILAI-NILAI DASAR BAULI PNS

Pasal 5
Nilai-nilai dasar vang harus dijunjune tinegi nleh PNS melipuiti
a. Memegang teguh ideologi Pancasila,
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan vang sah;

c. Mengabdi kepada Negara dan rakyat Indonesia;

d. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;

e. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;

f.  Menciptakan lingkungan kerja vang nondiskriminatif;

g. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;

h. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;

—

Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program

pemerintah;

j.  Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna dan berhasil guna dan santun;

k. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi,

1.  Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;

m. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;

n. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan: dan

 KEPALA KPP | KABAG ASS SEKDA WABUP

B s HUKUM i .

BRI LY, 4

Dipindai dengan CamScanner



0. M(‘ﬂll]
?kfﬂk']
. : n P'P‘\‘
Mtas s
v SIStem pem

per nenntahan yang demokratis sebagal

angkat Sistem karie

AR

KRODE KETIK PNS

Pasal 6

hode |
LIk e m
am bermegara melputs

Melaks: 045
: Ksanakan sepenuhnva Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1949

Me X .
ngangkat harkat dan martabat bangsa dan bernegara.
Menjadi perekat dan pemersatu hanosa dalam Negara Kesatuan P"P”hl'k

Indonesia;

3 ‘lak alam
d.  Menaati semua peraturan perundang undangan yang berlaku dé

melaksanakan tugas,
e, Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan
vang bersih dan berwibawa;
{ Tanggap. terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam setiap
kehijaksanaan dan program pemerintah

g Menggunakan atau memar faatkan sumber daya Negara secara efektif dan

efisien;

h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar;

fasal /

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi

a.  Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;

c. Melaksanakan setiap kebijaksanaan vang ditetapkan oleh Pejabat yang
berwenang;

d.  Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasl,

e. Menjalin kerjasama sccara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait
dalam rangka pencapalan tujuan,

{  Memiliki kompetens dalam pelaksanaan tugas,

g. Patuh dan taat terhadap standard operasional dan tata kerja,

h. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi; dan
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dan | |
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Membery
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vard dan punishment terhadap kinerja bawahan;

Ifasal Y

K ik .
~ode Etik bawahan terhadap atasan meliputi

a.

=

e o

Melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;
Memberikan masuken sesuai dengan tugas pokoknva;

Mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan,
Memberikan informasi secara cepat dalam melaksanakan tugas;
Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;

Tidak menunda pekerjaan yang diperimtahkan atasan;

Mengembangkan pemikiran yang kreatil dan inovatif sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

Berorientasi pada upava peninglatan kualitas kerja:

Pasal 10

Kode Etik dalam bermasyarakat meliputi |

Mewujudkan pola hidup sederhana,

Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih

dan tanpa unsur pemaksaan,

Memberikan pelayanan secara cepat tepat tferbuka, dan adil serta tidak
diskriminatif;

Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam

melaksanakan tugas;

TR

Dipindai dengan CamScanner




Fasal | |

Kode Etik IT]
e Etik terhadap dir sendiri meliputi

a
b

0

o

=

=g

Jujur dan terbuka serta tid

Bt ak memberikan informasi yvang tidak benar;
: ak dengan penuh | i

esungonhan dan ketnlisan:
. o an k san;
Menghindari konflik kepentings
- | pentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
nisitaif untuk meningkatk: -
. gkatkan kualitas pengetahuan, kemampuarn,
eterampilan, dan sikap;
Memulik a |t
1K1 daya juang vang tingg;
Memlihara kesehatan jasmani dan rohani;
Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan

Berpenampilan sederhana rapi dan sopan:

Pasal 12

Kode etik terhadap sesama PNS meliputi :

a.

(1)

Saling menghormati sesama warga Negara yang memeluk agama

kepercavaan yang berlainan;

Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negerl Sipil;
Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertical maupun
horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
Menghargai perbedaan pendapat,

Menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai Negeri Sipil;

Menjaga dan menjalin kerja sama yang Kooj eratif sesama Pegawal Negerl
Sipil; dan

Berhimpun dalam wadah satu wadah Korps Pegawai Republik [ndonesia
aritas dan soliditas semua PNSdalam

yang menjamin terwnjudnya solid

memperjuangkan hak-haknya;

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 13

PNS vang melakukan pelanggaran Kkode etik dikenakar sanksi moral;

KEPALA BrP KABAG ASS | SEKDA | WABUP
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Bagian Kedug

Majelis hode wiuk PiNS

(1)  Set Pasal 14

Setiap teriadi
‘riadi digs

1gaan Dralznnr:y{:lrznry Lode etike PNS diselesaikan majelis kode

etik PNS,
(2J Pember 4 i
*ntukan majelis kode etilk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

) ditetapkan oleh

a. Sekretaris Daers )
retaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS

dilakukan oleh -
1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon Ilb dan eselon

1T

2. Fungsional, pelaksana dan Calon PNS di lingkungan Sekretariat

Daerah,;

b. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pe
h PNS vang menduduki jabatan struktural eselon [V,

langgaran kode etik PNS

dilakukan ole
a dan Calon PNS di lingkungannya.

fungsional, pelaksan
k sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:

(3) Keanggotaan majelis kode eti

) a. 1 (satu) orang ketua merangkap angeota

b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan

paling sedikit 3 (tiga) orang angegota.

C.
etik lebih dari 5 (lima) orang, maka

(4) Dalam hal keanggotaan majelis kode

jumlahnya harus ganjil.
(5) Jabatan dan pangkat anggota majelis kode etik PNS tidak boleh lebih

rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiks

melanggar kode etilc

a karena diduga

PNS
ik PNS berakhir pada saat keputusan majelis

(6) Masa tugas majelis kode et
kode etik PNS berakhir.

KEPALA BRPP| KABAG ASS i SEKDA
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(8)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

Mot
ajelis kode etik sebagaimana

mem

a.

€Uk PNS dilakukan oleh PNSyang

ajelis | .
<ode etik tidak mencukupi sesuai

daﬂ aye L
ayat (5) keanggotaan majelis kode etik

Fasal 15

dimaksud d
punyai tugas : alam Pasal 14 ayat (1)

Mﬂnf‘nma setiap laporan dan atan pengaduan dari masvarakat /PNS
d‘1 lingkungan Pemerintah Kabupaten Corontalo Utara mengenai
sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil;

Menampung dan membahas secara komprehensif setiap laporan
pelanggaran kode etik PNS.

Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS di lingkungan
Pemerintah Daerah yang disangka melanggar kode etik PNS setelah

mempertimbangkan keteranean vang hersangkutan saksi dan alat

bukti lainnya;

Majelis kode etik dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan

rekomendasi bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi pihak manapur

Pejabat yan
membentuk
diterimanya aduan
Majelis kode etl
a setelah dibentuk.

ker]
PNS

Bagian heuga

prosedur Dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 1A
maksud dalam pasal 14 ayat (2)
hari kerja setelah

g berwenang sebagaimana di

majelis kode etik PNS paling lama 3 (tiga) |

/laporan dugaan pelanggaran kode etik. .
( ' ri

k PNS melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) ha

an diduga m
T kode etik PNS.

a oleh majelis ain

manggﬂ orang |

iperiks _ . PNS dapat m€
i iperlukan majelis kode etik P una kepentingal
Apabila diper ’ Lk dimint@ keterangan B
: t
kaitan Um
ang ber -
y enksaan Bt — ’L,Erb.ﬁr’—ﬁ‘;éup
m : e 55 5
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9l Apabila Pue .. '
) aviia FiNS yang diperiksa tidak bersedia
3 ‘ ! lia menancatangas ~TVA acars
Pemenksaan, maka berit ACAT ;
DTS ACATH pemieniksaar 1T R 1 CUxXug
ditandatangani q o
oleh  majelis kode kK PNS
r- I ; ’,‘. ~1 ” ym ‘ - e -
% VIS yang memeriksa, deng;
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membenkan catatan dalam DEMA acara pemeriksas
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Paaal 18#

(1) Majelis kode etik PNS menyusun berita acara dan rekomendas: atas he

.
L1

pemeriksaan setelah memeriksa PNS vang diduga melanggar kode etik
PNS.

{Z) FNS yang diperiksa pernak memberikan dan/atau melakukar pemine

pada saat pemeriksaan oleh majelis kode etik PNS

Rekomendasi majelis kode etik PNS diamin! secara musyawarah mufakat

dalam sidang majelis kode atik PNS tanpa dihadin PNS vang diperikss

(4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3) t
tercapai mufakat, maka rekomendas: diambil dengan suara terbanyak

(5) Siding majelis kode etik PNS dianggap sah apabila dihadin minimal olet
unsur ketua, sekretaris dar paling kurang 3 (tiga) anggota

(6) Rekomendasi majelis kode etik sebagaimana dimaksud ayat

ditandatangani oleh unsur ketua dan sekretans

Pasal 19
(1) Majelis kode etik PNS wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan

' " . ! a1 leed . ,
rekomendasi kepada pejabat vang berwenang menjatuhkan sanksi moral

KEPALA BWPP| YABAG
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(1)

(2)

(3)

(4)

sebagail pertlmoe}.ngdr*- dalam men
moral.

BRAN Reput N e
Utusan pematuhan san

Format benta acara Pemenksaan d '
<dll  dan  rexomendas: sedagaima

(lllItElI:"ll(-l I'R( ;' a‘:.l- (1 | " > > ~
3 IS UL } .,_.-"..¢“ I Nera bt ra )
? n e 5 3 M

undangan.

Bagian kempat

renjatuhan >anksi Moral

Pasal 20

Peabat w e o
J _‘ang hPr\lF‘ﬁ;lT":‘_ meniatithkan \‘_yn[\\n moral sebasarmana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah

a. Bupati, apabila dugaan pelanggaran kode etik PNS dilakukan PN3
vang menduduki jabatan struktural eselon lla

b. Sekretans Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode eUx AN
dilakukan oleh

1. PNS yang menduduki jabatan struktural eselon b dan;

2 Fungsional eselon 1. pelaksana dan Calon PNS d lingkungan

Sekretariat Daerah:

c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran kode etk PNS

dilakukan oleh PNS yang menduduk jabatan struktural eselon 1\,

fungsional. pelaksana dan Calon PNS di ingkungannuya

Keputusan penjatuhan sanksi moral vang dyatuhkan oleh pejabat yang

berwenang sebagaimana dimaksud pada avat (1) dengan menyebutkan

jenis pelanggaran kode etik vang hlakukan
Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalu

a. Pernyataan secara tertutup, disampatkan oleh pejabat  yang

berwenang menjatuhkan sanks! moral; dan

b. Pernyataan secara terbuka. disampaikan oleh pejabal pembina

kepegawalan atau pejabat lain vang ditentukan;

Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksuvd ayat (3) huruf a hanya

diketahui PNS vang hersangkutan dan pejabat  vang menvamparkan

keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat

terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dan PNS vang

bersangkutan.
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Bt Pasal 21
e ) S :
Ooyang melak "¢ P

’ akukan pelanggaran hode Luk PNS selain dikenakan sanksi

moral sebagaimary dim ‘asal 13
el Sl Wy

aksud dalam [

: dapat dikenakan tindakan
adminsitratif

sesuai

dengan
rekomendas; Maj

peraturan  perundang-undangan, atas
elis Kode Etilc PNS

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gorontalo Utara

Ditetapkan di : Kwandang

Pada tanggal :}% sememee. 2020

ATl GORONTALO

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandahg
Pada tanggal % Ce w2020 S N
SEKRETARIS DAERA KABUPATEN GORO!

RIDWAN YASIN,SH.MH

- 'Zl !
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